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Pendahuluan
bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus memiliki dua jenis izin,
yaitu izin usaha dan izin lingkungan. Namun, terkadang terjadi tindakan melawan
hukum di mana izin usaha diberikan tanpa memperhatikan izin lingkungan, yang
dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

kasus yang sangat relevan, termasuk insiden kerusakan lingkungan di
Sidoarjo, Jawa Timur, akibat dari pengeboran minyak dan gas bumi yang
tidak mematuhi persyaratan izin lingkungan. Kasus lainnya yaitu perusahaan
tekstil juga menunjukkan bahwa kekurangan dalam proses pemberian izin dapat
menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu,
penting untuk memastikan bahwa persyaratan izin lingkungan dipatuhi dalam setiap
proses perizinan usaha untuk melindungi lingkungan hidup.

Penting untuk menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif dan
tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam tindakan pidana lingkungan
sangatlah penting untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi di masa
depan.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

• Bagaimana Analisis Bagi Pejabat Pemberi Izin Usaha Tanpa Dilengkapi Izin

Lingkungan Hidup ?
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Metode
Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif. Dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan undangan (statute approach).
Bahan hukum primer yang digunakan yakni UU tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32/2009. Sementara itu, bahan hukum
sekunder diperoleh melalui penelitian literatur seperti buku-buku hukum, studi
yang dilakukan oleh pakar hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait
dengan izin lingkungan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode
penalaran deduktif.
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Hasil dan Pembahasan
A. Pemberian Izin usaha

Bahwa dalam proses permohonan izin pendirian atau izin bekerja melalui sistem OSS (Online Single

Submission), Badan OSS berencana menerbitkan izin pendirian berdasarkan komitmen dari badan usaha sebelum

mereka memulai operasional. Proses ini termasuk izin posisi, izin posisi pangkal air, izin area, dan IMB.

B. Izin lingkungan Dan Izin Usaha

Proses izin lingkungan meliputi AMDAL, UKL, UPL, dan AMDAL, serta harus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Izin lingkungan akan diberikan setelah evaluasi dampak lingkungan untuk menilai risiko dan dampak 

potensial dari kegiatan atau proyek. Izin usaha diberikan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, dan 

melalui proses yang ketat untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai hukum dan aman.
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Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ialah hukum yang mengatur pemberian izin usaha. Izin usaha
diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu, dan harus mematuhi aturan yang
berlaku. Melanggar persyaratan izin usaha dapat berakibat pada sanksi hukuman. Izin
usaha adalah langkah penting untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sejalan
dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam
undang-undang tersebut.

PP No. 27/2012 mendefinisikan Izin Lingkungan sebagai persyaratan untuk
memperoleh Izin Usaha atau Berupaya bagi setiap orang yang melakukan usaha atau
kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL demi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup., serta izin area hidup. Izin area hidup merupakan
persyaratan untuk mendapatkan izin pendirian atau usaha dan diterbitkan oleh lembaga
teknis yang berhak.
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Temuan Penting Penelitian

Penerapan AMDAL Pemerintah terus mendorong penggunaan AMDAL
sebagai instrumen evaluasi dampak lingkungan sebelum memberikan
izin usaha atau izin lingkungan. AMDAL digunakan untuk menilai dampak
potensial dari proyek terhadap lingkungan sekitarnya.

Perubahan dalam Tata Cara Pengajuan Izin Lingkungan Proses
pengajuan izin lingkungan terus diperbarui sesuai dengan peraturan
pemerintah dan uu yang lainnya yang berlaku. Hal ini meliputi
persyaratan dokumentasi, evaluasi dampak lingkungan, dan penilaian
risiko. Pemerintah terus mengembangkan dan memperbarui sistem OSS,
yang merupakan platform daring untuk memudahkan perizinan usaha di
Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengajukan izin
secara terintegrasi secara daring.



8

Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian

untuk menganalisis menganalisis bagi pejabat yang memberi izin usaha tanpa
dilengkapi izin lingkungan hidup

Manfaat Penelitian

Artikel ini penting karena permasalahan izin lingkungan saat ini menjadi isu yang
cukup krusial dan membutuhkan perhatian khusus. Pemberian izin usaha tanpa
dilengkapi izin lingkungan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan
masyarakat, serta melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, kasus-
kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam memberikan izin usaha tanpa
memperhatikan aspek lingkungan juga kerap terjadi di Indonesia.
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